GUBERNUR KA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR £%TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur:

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun
2019 telah ditetapkan Perjalanan Dinas Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan dan
perkembangan kondisi saat ini, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun =
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk:_ 3
Indonesia Nomor 5494); _
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Menetapkan

5. Undang Undang NOmOr "._'2-3"::__-.:_'.-:

10.

11.-"

12.

-Peljalanan Dlnas atas Beba___
_..Belan_}a Daerah Prov1n81 Kahm
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diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan angka 3, angka 21 dan angka 24 Pasa} 1 dmbah angka 22 dan an
23 dihapus, dan diantara angka 24 dan angka 25 dzszs1pkan 6. (enam} angka
angka 24a, angka 24b, angka 24c, angka 24d angka 248 dan angka 24f S
Pasal 1 berbunyi sebagai berlkut G

Sl Pasal

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dlmaksud dengan

i. Daerah adalah Daerah Prov1n51 Kahmantan Barat
2.
3.
4,
penyelenggara pemermtahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat
6.
7.
8. OoVir
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya" lisingks
Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov1n31 Kahmant"
10.
11.
12.

13. Isteri/suami Pejabat Negara adalah 1ster1/ su.a'
Undang-Undang Perkawman ' :

14. Aparatur Szpﬂ Negara yang selanjutnya dismg

bekerja pada mstanm pemermtah
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i5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

24 a.

24b.

24c.

Pegawai Aparatur Slpﬂ Negara yang Selanjutnya d1sebut : Pegawa_1 ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanpan kerja:':.
yang diangkat oleh pejabat pembma kepegawamn dan diserahi tugas dalan
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas, negara 1a1 iva da
berdasarkan peraturan’ pemndang undangan T

Pegawai Negeri Sipil yang seian_}utnya d;.smgkat PN S adalah Warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,: changkat sebagal Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawalan untuk mendudukl jabatan
pemerintahan pada Pemermtah Prov1n51 Kahmaﬂtan Barat =

Pengguna Anggaran adalah pegabat pemegang kewenangan penggu 'an_:_
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fung51 SKPD yang:
dipimpinnya. : - : U iy

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang chben kuasa unt _
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna' '8
melaksanakan sebaglan tugas dan fungsz SKPD

(at cost).
Dihapus.
Dihapus

kota dan perjalanan dinas pmdah bagl pejabat daerah, Pegawa lege
pegawai tidak tetap, dan plhak Iam Sesuai ketentuan perat L PETrt

penyeienggara dan d1b1aya1 sehn uhnya oleh penyelenggar
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dilaksanakan oleh penyeienggara di dalam kota peserta dan_s
perjalanan dinasnya ditanggung oleh peserta. :

24d. Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota adalah per. Jalanan dmas dalam raﬁgkasf' |
rapat, seminar, dan  sejenisnya yang dilaksanakan : di Iuar kota

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya " oleh penyeienggara serta
dilaksanakan di luar kota peserta dengan biaya pel Jalanan dmas S

ditanggung oleh peserta.

24e. Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri adalah perjalanan dmas blasa yancr'.f";'

dilaksanakan di luar negeri.

24f. Biaya paket meeting terdiri: darl 4 (empat) paket yaltu Sebagal beriku' |

fasﬂ1tasnya untuk pertemuan yang dlselenggarakaﬁ sehai‘l
dan menginap; _ . L :

C. paket Halfday mencakup makan 1 (satu) kah
kudapan 1 (satu} kali,-
pertemuan yang dlselenggarakan mmzmal 5 (hm_a)“
mengmap, dan o . SR

tanpa menginap.

25. Lumpsum adalah uang yang dzbayarkan sekahgus

26.

27.

DPRD, Pegawai Negeri S1p11 dan Pegawaz Tldak ’I‘etap un
perjalanan dinas. :

diantara ayat (3) dan ayat (4) dlSlSlpkan 1' (satu) ayat yakm ayat 34
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: o

Pasa1 4

(1}  Perjalanan Dinas sebagalmana dzmaksud dalam Pasai 2
menjadi: : o

a. Perjalanan Dinas Daiam Negen yang terdm dar1
1. belanja per Jalanan dmas bzasa, [
2. belanja perjaianan dinas tetap, o R

3. belanja Pel‘jalan:;m dinas déiam"kcté; -
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4. Dbelanja perjalanan dinas paket meetmg dalam kota darl B e

5. belanja perjalanan dinas paket meeting luar koia

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri, berupa beianja perjaianan dmas biasa._ff_'_

luar negeri.

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada gabatan

b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis iamnya |

c.  pengumandahan (detasermg), |

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; | | _ |

e. menghadap majelis: penguji kesehatan - pegawal negerl | atau".'f-.-:'-':-" S

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang dztunjuk untuk:gf_
mendapatkan surat keterangan dokter: tentang kesehatannya gunaff e

kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surai: I{eterangan' dokter,-_;_f
karena mendapat cedera pada waktu- atau karena melakukan ugas '

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan magehs pengujzf
kesehatan pegawai negeri; ST

h. penugasan untuk meng1kut1 pendidxkan setara D1pioma/81/ 82 /SS f-_: i
dan _ : -

i mengikuti pend1d1kan dan pelatihan.

Pelaksanaan perjalanan dmas dalam" rangka rapat konsulta& ;
koordinasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasai 2 huruf b dlb&t&sz pahng'
lama 3 (tiga) hari. : : o

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menglkutz rapat _semmar
kegiatan sejenis lainnya dibatasi sesuai undangan ' i

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka kajz terap ds.batasn pahng 'lama_::
5 (lima) hari. e

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas seiam d1maksud pada yat
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai penugasan dengan mem' 1tk
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3. o

Pelaksanaan perjalanan dinas khusus untuk Pimpman dan Anggota PR
disesuaikan dengan ketentuan tentang kedudukan protokole'
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. s

Akumulasi jumlah penugasan perjalanan dmas Sebagmmana dlma ud_-_'
pada ayat (3) dan ayat (4) paling tinggi 10 (sepuluh) hari dalam '
bulan per orang. _
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3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (3) Pasal 5 d1hapus dan ditambahkan 2 (dua) o
huruf yakni huruf ¢ dan huruf d dan ayat (8) diubah, diantara ayat ( 1) dan ayat oo
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2 )dan ayat (3) dzs131pkanfif--' i
4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat(2d), diantara ayat (3)- ==
dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (10) dan
ayat (11) disisipkan 2 (dua) ayat yakm ayat (10a) dan ayat (10b) sehmgga Pasai 5;‘}- SR
berbunyi sebagai berikut: -

Pasal 5

(1} Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen Seba'gai berilut:

uang harian;
biaya transport;
biaya penginapan;

uang representasi perjalanan dinas;

™o opo g

sewa kendaraan dalam Kota Pejabat Negara dan Pimpman DPRD-’:':”

biaya menjemput/ mengantar jenazah; dan/ataut

g. biaya rapid test atau swab antigen/PCR.

(la) Dalam hal Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota dan Perjalanan D:inas':." i
Meeting Luar Kota, komponen perjalanan dmas mehpu‘u SRR e

a. biaya transport peserta, panitia/ moderaior dan/ aiau naz_asumberg_: o Lo
baik yang berasal dari dalam kota maupun dari lual kota B CRey

b. biaya paket meeting ( halfday/ fullday/ fullboard/ reSIdence)

c. uang saku peserta, panitia/moderator, dan/ atau’ narasumb
yang berasal dari dalam kota maupun luar kota, dan

d. uang harian dan/atau biaya penginapan. peserta panztia / mod":’ra
dan/atau narasumber yang mengalami kesuhtan transpoz tasz

{2)  Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terchrl at_

a. uang makan;
b, uang transport lokal; dan
c. uang saku,

{2a} Dalam hal perjalanan dinas tetap, hanya- dapat dzberzk&n uang transport'
lokal. L RSSO

{2b) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tuga un
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dxselenggar :
kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau d1seienggarakan dilua _
diberikan uang harian diklat yang diatur dalam Iamplran Peraturan
Gubernur ini. : i

(2c) Uang harian sebagaimana ' dimaksud pacia ayat (1&) huruf d di
sesuai dengan jenis paket meeting yang diatur dalam Iampua :
Gubernur ini. s

(2d) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dﬂaksanakan Ieblh _-dal
(delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampal dengan 8 (delapan'
hanya diberikan komponen uang harian. : L
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(3a)

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmufb ie;dul ataS S

a. dihapus.
b. dihapus. : : SR
C. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampal tempai, tujuan"_ i

keberangkatan dan kepulangan di wilayah SKPD berkedudukan,
termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhanﬂ
keberangkatan; dan/atau e

d. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai kabupaten/ k:ota_"
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebahknya :

Dalam hal Perjalanan Dinas Biasa dalam daerah yang' menggunakan; S
kendaraan dinas/pribadi, maka biaya transport dipergunakan untuk @
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai standar: blaya dan hanya”_"_'_
diberikan sesuai jumlah unit kendaraan dinasjpribadi’ yang dlgunakan '

Dalam hal harga tiket pesawat biaya transport sebagaimana dlmaksud pacia._:'f--' e
ayat (3) di bawah harga yang tercantum dalam standar. blaya yang’-'_._ S
ditetapkan, maka Gubernur/Wakil Gubernur, P1mp1nan dan Anggota.
DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN' dan'___'-f._l R
Pegawax Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan ‘kembali -
kelebihan biaya tiket yang diterima kepada’ Pengguna Anggaran/ Kuasa -
Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeiuaran/ Bendahara,-" e
Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan R

Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga il txket maka ISR |
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/ Suama-f. C R

Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN dan Pegawai T1dak Tetap‘“-'_"
yang bersangkutan dapat mengajukan penggantzan kekurangan‘ tersebut -
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bend: :
Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran Pembantu: pada SKPD/ Unit Ke ja
sepanjang anggaran perjalanan dinas yang tercantum pada Dok mern
Pelaksanaan Anggaran keglatan yang bersangkutan maszh tersedla S

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
biaya yang diperlukan untuk menginap: - : g

a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPT tidak menggunakan blaya-"':’: en an
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ke‘tentuan sebaga"be kut:.

a. pelaksana SPT diberikan biaya pengmapan sebesar 30% : tzga ulu
persen) dari standar tarif hotel di Kota: Tempat ’I‘ujuan dan

b. biaya penginapan sebagaimana d1maksud pada huruf a dlbayarkan
secara lumpsum. : A

Uang representasi sebagaamana dimaksud pada ayat (1) huruf d dlb_f’ rikan
kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinai/Anggota DPRD, Peja
Eselon I, dan Pejabat Eselon II sesuai ham pelaksanaan Perjalanan D1
dan hanya diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan' Dinas Bias:
Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih’ dari 8 (deiapan) gam

Sewa kendaraan sebagalmana dimaksud pada ayat ( ) huru' e sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan 'bakar mmyak dan paja s
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(10) Biaya menjemput/ menganta1 Jenazah sebagazm_ana d1mak:sud ada ya
huruf f meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar iaya pen n '
angkutan _]enazah : _ R

(10a)

(10b)

untuk narasumber- yang berasal darl luar kota dap_
panitia penyelenggaz‘a R e

terpisahkan dari Peraturan Gube1 nur 1m

Ketentuan ayat (3) Pasal 7 chtambah 1 (satu) huruf yakm hu
7 berbunyi sebagai berikut: : S _
Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dmas sebagaimana d1maksuci da'.am Pas
digolongkan dalam 6 (enam) kelompok ya1tu

a. Pejabat Negala
Pimpinan/ Anggota DPRD / Pejabat Eselon I o
C Pejabat Eselon II/ Staf Ahh Grubemur, : ;
d.  Pejabat Eselon III /Golongan 1v; '
e
f.

=

Pejabat Eselon IV/ Golongan III dan
Golongan Il dan I. -
(2)

Penyetaraan tmgkat biaya Per_]alanan Dmas sebagalm n_a imak

tert1ngg1

e. sewa kendaraan dalam Kota d1bayarkan sesua

RARS © | PERARGEAT mﬁmg_
BUHEDM mm%mm«.

o ,z BT

&éza‘rﬁg_'?,




5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunylsebagaibenkut

(2)

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan denganf.-___'_
pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan Sesuau dengan B1aya‘{-._§“ el

Riil; _ L o

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan-_
pengruktian/pengurusan jenazah dlbayarkan sesuaz dengan Bzaya‘_'__-'._;_ S
Riil; dan ey

h. biaya rapid test atau swab antzgen/PCR dlbayarkan SGSU&I denga_
biaya riil. L S

Pasal 13

sesual dengan format sebagaimana tercantum dalam lampuan' VI yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Pera‘é,uran Grubernur ini.

Penandatanganan SPT diatur sebagal berlkut

a. SPT perjalanan dmas untuk Eselon 1 ditandatangan_'_ o _'fieh Gube nur;

b. SPT perjalanan dinas untuk selurith ASN Cann Pegawa1 d
Pegawai Tidak Tetap yang 'berkedudukan  di’ ibukota Prov ; s__
Kalimantan Barat dan ibukota Kabupaten Kubu: Raya dltanda ; :
oleh Sekretaris Daerah. L : :

c. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT sebaga_tm At
huruf a ditandatangani oleh Wak11 Gubemu;

d. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SP’I‘ sebag_a
dnnaksud hurufb dxtandatangam oleh Pe_;abat Peiaksana Harian

e. Untuk Pegawai ASN Calony Pegawaz ASN dan Pegawaz “Tida
pada SKPD/UPT yang berkedudukan t:h Tuar Ibukota
Kalimantan Barat dan ibukota Kabupaten K
penandatangan SPT diatur sebaga1 benkut

1.

Pegawai Tidak. Tetap, SPT d1tandatangam
SKPD/UPT. Dalam hal Kepala SKPD /UPT. berhalanga.n
SPT dztanciatangam oleh Pejabat yang berwenang
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f. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pendapatan *
pajak daerah, maka penandatanganan SPT perjalanan dinas dalam™ )
daerah bagi Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan’ Pegawai Tidak -~
Tetap pada UPT yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala UPT, -

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh
Pejabat yang mewakili Kepala UPT. [

g. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandéztaj_n'ga:n_i olehKetua : .3 :  :§ e
DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalahgan maka SPT ditandatangani =~

oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD. g

h.  Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, dalam 1angkamenmgkatkan S
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, - =

maka penandatanganan Surat Tugas (ST) perjalanian dinas tetap:

kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau perjalanan dinas’ dalam kota = -
yvang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. maupun - yang . |
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam ‘bagi Pegawai ASN, .~
Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Satuan g
Polisi Pamong Praja ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong -+

Praja. Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong P

maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. -~ o
(3)  Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut : e

aja berhalangan -

a.  SPPD perjalanan dinas Gubernur dan Wakﬂ Gubelnur
ditandatangani oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur ‘berhalangan,
maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur. =~

b.  SPPD perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditanda'taﬁgéi}_i oleh L

Sekretaris Daerah. :

c. SPPD perjalanan dinas Pegawai ASN,CalonPegawaa SN, dar
Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro/UPT

Dalam hal Kepala SKPD/Biro/UPT berhalangan, maka SPPD _

ditandatangani oleh Pejabat Mewakili Kepala SKPD/ Biro/UPT.

d.  Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 'SPP'D__:dit'an'détéfzji_g&ﬁi_f{_:')5}_

DPRD, dalam hal Ketua DPRD’ berhalangan ‘maka "SP

ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD, -~

(4)  Isteri/suami Pejabat Negara yang melakukar/ ﬁiengikuﬁ_{Pé_i_'jal_a;_ﬂéhf-}ji__ aa
golongannya disamakan ' dengan golongan Pejabat - Negara

(5)  Keikutsertaan Isteri/suami Pejabat Negara se '_ agalmanadzmaksu " pada
ayat (4) dalam perjalanan dinas karena meh_ﬁ:{&i‘n’pingiP@'_}'Q{bé_ﬁ-,{l\fﬁég aatau
adanya undangan resmi yang meminta mengikut sertakan Isteri/suam

Pejabat Negara.

Ketentuan ayat (2) Pasal 23 ditambah 1 (satu) huruf yakmhumf g, SehmggaPas
23 berbunyi sebagai berikut; : R e e
(1)  Pelaksana SPT menyampaikan laporan hasil pelaksanaanpergaianan
secara tertulis kepada pejabat penandatangan: SPT dan menyampaika
bukti-bukti pertanggungjawaban biaya Perjalan'_an-.Diinaéj'_k_qjé‘déif-:PAfY:%P ;
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(2)  Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/ KPA dengan_-- -
melampirkan dokumen berupa:

a. SPT yang sudah ditandatangani;

b.  SPPD yang sudah ditandatangani dan dasahkan oleh pejabat dz'.f .
tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau plhak “terkait” yang S
menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, bodarding pass, dan bukti pembayaran -m'o'da o
transportasi lainnya; _

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format: sebagalmana_}.,:'_'_ o
tercantum dalam Lampiran IX vyang rnempakan bag1an txdak 25
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; . o :

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota el b
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya: yang dikeluarkan = L
oleh badan wusaha yang bergerak di bidang 3asa penyewaan'_} EER R
kendaraan; - e

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap 1amnya dan
g. bukti pembayaran rapid test atau swab antigen/ PCR '

(3)  Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas - sebagazmana’j_" - :
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja seteiah Perjalanané i
Dinas dilaksanakan. S

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) udaki_'-_‘.:'
dilaksanakan maka PA/KPA dapat mempertzmbangkan untuk tidak'i S
membayarkan biaya Perjalanan Dinas berikutnya. : R T

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangk'an" el e
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuranﬁ_:;_:_'.

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provma Kahmantanff'
Barat. 8 SRt :

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal &
+GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{

SUTARMIDOI

Diundangkan di _Pontlanak

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 202_2’-NOM_(?)jié'i-Qj-'z_';-_-i




LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR  TAHUN ey
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 20 19" e
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN _DAN_-
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT .

A. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA : S
: s o Blaya rapzd :
Uang Biaya Biaya Uang test Atan o
Harfan | Penginapan | Transport Representasz '.: Cigwabiil o1
: antlgen/PCR" o

Tujuan Perjalanan Dinas

a. | Perjalanan  Dinas  dalam v v v \/ 1)
rangka pelaksanaan tugas : . :

dan fungsi vyang melekat
langsung pada jabatan.

b. | Perjalanan  Dinas  dalam NS N Y NS R
rangka konsultasi dan e
koordinasi SR TR SRy

¢. | Perjalanan  Dinas  untuk N N v NIy

menempuh  ujian  dinas/
ujian jabatan yang diadakan
di luar tempat kedudukan.

d. { Perjalanan  Dinas  dalam \!3} ~ v - N \f 1) g
rangka mengikuti pendidikan : S SRR A
dinas di  luar  tempat

kedudukan
e. | Perjalanan  Dinas  untuk | Vv 3) N R Y I \/ 1) :
mengikuti pendidikan dan : B RIS S
pelatihan : R DT Uat RRns IEECE Cte ey
f. | Perjalanan  Dinas untuk J v v oo W) i

menjemput/mengantarkan

ke tempat pemakaman
jenazah  pejabat negara/
pegawai negeri yang
meninggal dunia  dalam
melakukan perjalanan dinas R S
g. | Perjalanan  Dinas  untuk NE N - N oo oAy
menjemput/ mengantarkan : ' [ IRV DR
ke tempat pemakaman
jenazah  pejabat negara/
pegawai negeri yang
meningga! dunia dari tempat
kedudukan yang terakhir ke
kota tempat pemakaman.

h. | Perjalanan  Dinas  untuk v v v o Ay

memperoleh pengobatan di : 1
lmar  tempat  kedudukan
berdasarkan Surat
Keterangan Dokter karena
mendapat cedera pada
waktu /karena melakukan

tugas,
Keterangan il
vy o Uang Representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negaza Pejabat Daerah"_

dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan 1. ' o

2. V¥2) : Biaya Rapid test atau swab antigen/ PCR.- dxberzkan 31ka hasﬂ raptd test.
diperlukan sebagai syarat kepergian dan kepuiangan daiam pelaksa aan 3er3afian
dinas, S

3. V¥3) : Uang Harian diberikan ber upa uang transport lokai dan uang sak_ ses'

selama mengikuti kegiatan.

4. V4) . Biaya Penginapan dapat dlbenkan 1 (satu} hari pada saat kedat' 'ngan da
pada saat kepulangan. '
5. Sewa kendaraan dalam kota hanya dapat dzbemkan kepada Pejabai Negara an
DPRD.

6. Jenis Perjalanan Dinas pada huwruf f dan . huruf g uang hanan b Ay
pegawai/keluarga, dan biaya pengznapan chbemkan palmg banyak untuk Aen

HARG FERANGIAY BaERa
JoV AR PRMRANARES

ABIBTEN || © GERDA |




B.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

%

\

Uang Harian ol b Blaya s
; Biaya | - giave .| lang oop rapiditest ;|
Tujuan Perjalanan Dinas Tang | Uang Penginap- Transpoti’ Represen- .atau swab. |
Makan pO‘ft ERE SHER )
Lokal T
Perjalanan Dinas +
dalam rangka
pelaksanaan tugas
dan  fungsi yang
melekat iangsung
pada jabatan.
Perjalanan Dinas Y
dalam rangka
konsuliasi dan
koordinasi
Perjalanan Dinas 4
untuk menempuh
ujian  dinas/ yjian
jabatan yang
diadakan di luar
ternpat kedudukan.
Perjalanan Dinas N
dalam rangka :
mengikuti pendidikan
dinas di luar tempat
kedudukan
Perjalanan Dinas N
untuk mengikuti :
pendidikan dan :
pelatihan e
Perjalanan Dinas v
untuk '
menjemput/mengant
arkan ke tempat
pemakaman jenazah
pejabat negara/
pegawal negeri vang
meninggal dunia
dalam melakukan
perjalanan dinas
Perjalanan Dinas N
untuk  menjemput/ f
mengantarkan ke
ternpat  pemakaman
jenazah pejabat
negara/ pegawal
negeri yang
meninggal dunia dari
tempat  kedudukan
vang terakhir ke kota
tempat pemakamar, f
Perjalanan Dinas B
untuk  memperolch
pengobatan di  luar
tempat  kedudukan
berdasarkan Surat
Keterangan Dokter
karena mendapat
cedera pada
waktu/karena
melakukan tugas.
Le) PERANGHAT DATRAH o Sl sl
zizim | PEMIRARARGA -"’@mﬁ#-% _%Efzg.ﬁj‘?'_' '




C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Biaya ' | .
“Pemetian | -

Cdan o
~Angkutan

Uang. Biaya Biaya Uang - i

Tujuan Perjalanan Dinas Harian | Penginapan | Transport Reperesentasi |-

Jenazah -
a. Perjalanan Dinas dalam rangka v V1) :
pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat pada jabatan

b. Perjalanan Dinas dalam rangka N V1)
konsultasi dan koordinasi

c. Perjalanan Dinas untuk Y v 1)
menempuh  ujian  dinas/ujian
jabatan.

d. Perjalanan Dinas dalam rangka | v2) . v 1)
mengikuti pendidikan dinas di : :
huar tempat kedudukan

e. Perjalanan Dinas untuk | V2 v 1)
mengikuti pendidikan dan
pelatihan.

Perjalanan Dinas untuk N V1) B T
menjemput/ mengantarkan ke N
tempat  pemakaman  jenazah
pejabat negara/ pegawai negeri
vang meninggal dunia dalam
melakukan perjalanan dinas,

g Perjalanan Dinas untuk N V1) R T fa
menjempit/mengantarkan ke S S
tempat pemakaman  jenazah
pejabat Negara/pegawai nege-ri
vang meninggal dunia dari
Tempat Kedudukan yang terakhir
ke kota tempat pemakaman.

h. Perjalanan Dinas untuk N T
memperoleh pengobatan S
berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera
pada waktu/karena melakukan
fugas.

Keterangan: '
1. V1) : Uang Representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan IT. - s
2. ¥2) : Uang Harian diberikan berupa uang transport lokal dan uang saku Sesum- .
standar biaya selama mengikuti kegiatan. R
3. Jenis Perjalanan Dinas pada huruf g dan huruf h: uang haman bxaya transpmt S
pegawai/keluarga, dan biaya pengmapan diberikan paling banyak: untuk 4 (empat) L
orang. o

“GUBERNUR KALIMANTAN -BARAT,'-_E-@'E- g




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 ’I‘AHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT :

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPT DAN KELUARGA

NO PEJABAT NEGARA

TINGKAT BIAYA
PERJALANAN
DINAS

MODA TRANSPORTASE

PESAWAT
UDARA

KAPAL

KERETA- .

1 2

3

4 .

LAUT
5

API/BUS '_ .

L6

1. | Peiabat Negara,
Pimpinan DPRD dan
Pejabat Eselon |

A

Bisnis

VIP/
KelasT A

Spesxai/ o
Eksekutzf P

2. | Pejabat Eselon 1,
Anggota DPRD dan
Staf Ahli.

Ekonomi

KelasI B

Eksek_ﬁt_if

-.Sesual B I e
o '.kenyataan-g

3. | Pejabat Eselon I dan
1V, PNS Gol.IV, III, I
dan I

Ekonomi

Kelas i1 A

Eksekutif |

"'Sé$'ul?i_i'-”;_-:_.. S
- | kenyataan | -

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR '7 TAHUN_ 2019!
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS. BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN '
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT i

RINCIAN BIAYA PERJALANAN. DINAS MEETB\TG DALAM KOTA DAN
PERJALANAN DINAS MEETIN G LUAR KOTA

Uang - Uang -_f'-Bif’iY‘%‘ “fﬁig.%?f{é"-
Harian .Salf:u._; ._;_.'i.‘_rgnzs}?_or.t : -'-'ZME?ﬁﬁgf

JENIS PERJALANAN DINAS

L Peserta GUSIREIESER

Perjalanan . : Lo e
Dinas Meeting | 2: iamtia/ Ny o N Ny
Dalam Kota | Moderator 30 B R

3. Narasumber V’ .1). -_‘/ - \1_2)

1. Peserta v ;' ) o i \,I 2} TR

Perjalanan N RO e
Dinas Meeting 2. lziamtla/ il Nay |
Luar Kota Moderator : : S

3. Narasumber Vi oo N .. - \,2)

Keterangan:

1. V1)

2. V2

3. V3 Biaya rapid test atau swab antzgen/PCR dapat dlbenkan 'epa “hdarafu
yang berasal dari luar kota. : '

5. Biaya Paket Meeting (Fullboard/f‘ullda J/Halfday) mengikuﬁ keten
dalam Standar Biaya.

6. Uang Transport Pegawai dlbenkan sepanjang tldak menggunakan k dara
disertai dengan surat tugas, dan: tidak’ bersﬂat 1utm S :

' IMGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




LAMPIRAN 1V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR' '7 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN E)AN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ' L

KOP SURAT
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :
1 Pejabat berwenang yang
* | memberikan tugas
2. | Nama Pegawai yang ditugaskan i)
2)
3)
3. | a  Pangkat dan Golongan 1)
menturut PP No. 6 Tahun :
1997 2)
3)
b. Jabatan 1)
2)
3)
4. | Untuk Tugas
5. | a. Lamanya Penugasan a.
b.  Tanggal Berangkat b.
¢.  Tanggal Harus Kembali c

Dikeluarkan di
Pada tanggal

(GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/KETUA? ’;
DPRD/SEKRETARIS DAERAH)




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR. NOMOR '7 TAHUN 2019 i
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN. PENDAPATAN DAN _ g
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT o : R o T

KOP SURAT

SURAT PERIN’E‘AH PERJALANAN DINAS

Nomor :
1. | Pejabat berwenang vang memberi perintah
Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan
a. Pangkat dan Gelongan ' a.
menurut PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan / Instansi b.
4. | Maksud Perjalanan Dinas
5. | Alat angkutan vang dipergunakan
6. | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b
Lamanya perjalanan
7. ia. dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali / tiba di C.
temnpat baru *) o R
8. | Pengikut: Nama Tanggal Lahir = - | - Keterangan' = .=
1. : R ENE SRR
2.
9. | Pembebanan anggaran
a. Instansi a.
b.  Mata Anggaran b.
10 | Keterangan lain

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

(Pejabat Yang Borwenang)

#~ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




I. Berangkat dari

{Tempat kedudukan}
Ke :
Pada Tanggal
Kepala
NIP
II. Tiba di : Berangkat dari
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal
Kepala
{ et es e ] [ ettt )
NIP NIP
I Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal: Ke :
Kepala : Pada Tanggal
‘Kepala
{ o } { oo }
NIP NIP
IV. Tiba di : : Berangkat dari ;
Pada Tanggal : ' Ke :
Kepala Pada Tanggal
Kepala
(o ) [ )
NIpP NIP
Tiba di :

Pada tanggal : R B L R
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalasian | -
tersebut atds perintahnya dan sematdmata wittule 7]
kepentingan jabatan dalam waldtil yang sesirigkat-: .
singkatnya § R
Pejabat Yang Berwenang/ . :

Pejabat lainnya yang ditunjuk

VII. Catatan Lain-lain

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, . para” péjabat yang 00
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarken peraturanperaturan o0 L
Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, ‘kelalaian, ‘dan™ -
kealpaannya ‘ T T A

(Pejab’a”t'Yang'_.Béi‘.‘.:ﬂ?éfm'ifﬁg');;':.-3'_ '. gt

#GUBERNUR KALIMANTAN BAR'AT; ? . o




LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALEMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR '7 ’I‘AHUN 20 19
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN PEMEBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR. 1 cvvenevreereererens

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : (1) an

NIP OO UP PSP OTUPOR (2)-

Jabatan L PP W(3)

Unit Organisasi PPN RS (@) e

SKFD D e PP PSS (5) o
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa ‘tugas Perjalanan Dinas atas nama: - - 3 e

Nama D R erererideins (6)5. : -33_..-_: B

NIP TP TRUUP OSSP A7) e

Jabatan D e Y (8): o

Unit Organisasi D R @)

SKPD D e P ST POT (10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dmas lamnya yang .
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ...........naiannndlinn EERGTAON

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dmas tidak dapat dxgantlkan o
oleh pejabat/pegawai negeri lain. : ST

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabﬂa dlkemudian hai;i 'tez nydta
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedxa dlproses Sesual :
dengan ketentuan 24las yang berlaku. : ST : :

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT e




Pt et ek b AD00 ST Y U ORD

e ) T e ey e ey ey e e

PP T—"

PETUNJUK PENGISEAN FORMAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN :{DINAS".- &

Diisi nama Pejabat yang menandatangam SPT.

Diisi NIP Pejabat yang menandatangani SPT.

Diisi jabatan Pejabat yang menandatangani SPT, _ _
Diisi nama Unit Organisasi Pejabat yang menanda’cangam SPT
Diisi nama SKPD Pejabat yang menandatangani SPT. : '
Diisi nama Pelaksana SPT.

Diisi NIP Pelaksana SPT.

Diisi jabatan Pelaksana SPT.

Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPT.

Diisi nama SKPD dari Pelaksana SPT,

Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas. S :
Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun dltandatangam Surat penyataan
Diisi tanda tangan dan nama Jelas Pejabat yvang’ menandatangam SP’I‘

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ||

“SUTARMIDI




LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMAN’I‘AN BARAT

NOMOR TAHUN : o S
TENTANG PERUBAHAN ATAS ?ERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN'{_;'_':
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT - :

ch SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN . -
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS -

Yang bertanda tangan di bawah ini: : O . R ET R et
Nama S Mirerreiinieernaierenior SEROIRNRERRMURES! & § | SR

NIP D reeeee v eveeresireeeeresearerereearaines SAPRERRENNEN v) B R

Jabatan R ................................. '...‘.'....'..."..'.'....(3):.: . : ;

Unit Organisasi UTTUR TP (@Y

SKPD ORI s (5) :
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa ?erjaianan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor =
......... tanggal.......... dan SPT Nomor.........tanggal.....-......atas nama: T S

Nama D ereeerniaernien ireerserteeearsasernienrreanite PRI (3] BESERS

}
NIP e U Seeereaiis s {7y
Jabatan TP e e e e e et (8
Unit Organisasi : : A

SKPD

penginapan vang telah terlanjur dlbayarkan atas beban DPA tidak’ dapat dikembahka”" ¢
{sebagian/seluruhnya) sebesar Rp............ een{12) 000000000 sehmgga dlbebanka 1 pada’ DP

------------------------------

Yang Membuat Pernyataa'

rasrsrEarErIREiaTv R e T R IR R AR A Y AR bR

| W'GﬁBERNUR:KALIMANTANLEARAT

A/SUTARMIDIT =




PETUNJUK FENGISIAN FORMAT -
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN -
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Diisi nama PA/KPA satuan k61 ja yang dxbebam blaya perjalanan dmasnya
Diisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dznasﬂy
Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebam b1aya pergalana
dinasnya.
Diisi nama Organisasi kerja yang dlbebam b1aya per}aianan dmasnya
Diisi nama SKPD yang dzbebam biaya perjalanan dmasnya '

Diisi nama Pelaksana SPT.
Diisi NIP Pelaksana SPT.
Diisi jabatan Pelaksana SPT. S '
Diisi nama satuan Organisasi yang dlbebam b1aya perjalanan dmasny :
Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dmasnya Chiinens

Diisi transport yang dlgunakan e |
Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan pengmapan yang
dapat dikembalikan/refund sebagian/ seluruhnya I .
Diisi DPA SKPD yang dibebani biaya perjalanan chnasnya G
Diisi dengan tempat dan tanggal menanciatangam surat penyata_'
Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/ KPA satuan kerja yang dibeban
biaya perjalanan dinasnya. : . ;

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

/SUTARMIDIL -~




LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019{@,.{'} ]
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN: PENDAPATAN DAN: o]

BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama AU O 5
NIP PO trereresesiaat T
B =Y o = 1 = o R ST ST EIE :

berdasarkan Surat Perjalanan Tugas (SPT) Nomor.......... tanggal dengan mi_ 4

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dan/atau biaya pengmapan di bawah 1n1 yang udak dapat:_-:}"-:--:ﬁ_:-.:i-'::' e

diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uralan oy | ™ Jumlah

Jumlah | - g

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benapbeneu dlkeluarkari __ntuk:_f
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud danapabila di: kemudian: ha rdap:
kelebihan atas pembayaran, kami be1 sedia untuk: menyetorka,n ke}.ebxhan tersebut
ke Kas Daerah. T o : & sy

Demikian pernyataan ini kami buat 'den'gani sebena'rxiya,' ﬂntukdlpergunakz—m

sebagaimana mestinya. f ' e e

Mengetahui/Menyetujui: L e tangga] bulan 'tahun
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, T Pe},aksana SP’I‘

.......................................................................

- /GUBERNUR KALIMANTAN BARA

SUTARMIDIT




